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putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 1079/Pdt.G/2019/PA.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai
gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

PENGGUGAT, Lahir Bogor, 16 Juli 1976 umur 43 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Medan 26 Desember 1976, umur 43 tahun, agama Islam,
pendidikan DIll, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan pihak-pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya
tertanggal 08 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Depok tanggal 08 Maret 2019 dengan register perkara Nomor
1079/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tanggal 13 November 2001, di ALAMAT, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah nomor : AKTA NIKAH tanggal 14 Januari 2002 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
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2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di
alamat;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup
rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami
istri (ba’da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat)
orang anak bernama;

® NAMA ANAK, Blora, 02 Mei 2004;

® NAMA ANAK, Jakarta, 28 Juli 2005;

® NAMA ANAK, Depok, 17 Mei 2009;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain
disebabkan oleh karena:

a. Bahwasanya, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menikah
lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak dengan wanita tersebut.
Hal tersebut Penggugat ketahui atas pengakuan langsung dari Tergugat
saat membawa anak berumur lebih kurang 1 tahun 6 bulan dari istri
keduannya bertemu dengan Penggugat;

b. Bahwasanya, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
memberikan nafkah lahir dan batin kepadaPenggugat dan anak bersama
sehingga menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;

C. Bahwasanya. Tergugat seorang yang kasar dan sering menakut-
nakuti Penggugat dengan mengancam akan membunuh Penggugat
ketika terjadi perdebatan diantara Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwasanya, Tergugat seringkali tidak pulang kerumah kediaman
bersama untuk waktu yang lama tanpa memberikan kabar dan alasan
yang jelas kepada Penggugat;

e. Bahwasanya, Tergugat seringkali tidak pernah ada kejujuran
dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat,
sehingga Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan telah dibohongi
oleh Tergugat selama bertahun-tahun;
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5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Terguga
terjadi sejak tanggal 29 Desember 2016 yang akibatnya Penggugat dan
Tergugat pisah ranjang dan diantara keduanya sudah tidak melakukan
hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak
tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan
terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya

Ketua Pengadilan Agama Depok cg. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan
hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.
Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,

Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat

untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediator Kosidah, S.H.,

M.H, tertanggal 18 April 2019, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan
untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun lagi dengan Tergugat;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk
kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan
permohonan pencabutan atas surat gugatannya tersebut di muka persidangan
karena agar rukun lagi membina rumah tangga, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan bagi
Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan
tersebut, sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 271 Ryv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah
dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan
kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1079/Pdt.G/
2019/PA.Dpk dari Penggugat;
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2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Sya’ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H.
Sholhan dan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di
atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka
untuk umum, dibantu oleh Agus Purnomo S.H., M.Si. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Sholhan Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti
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Agus Purnomo S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan Rp 300.000.-
4. Biaya Meterai Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi Rp  10.000.-

Jumlah Rp 396.000.-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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